
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1966

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah

manifestasi daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk

mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;

b. bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang aktif dan

kreatif daripada penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan

Demokrasi Pancasila;

c. bahwa sesuai dengan asas-asas Demokrasi Pancasila, pembinaan Pers

ada di tangan Pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan Pers;

d. bahwa Pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik,

alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak

massa;

e. bahwa Pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yang membawa

dharma untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila secara aktif

dan kreatif;

f. bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pers yang menjamin kedudukan hukum persuratkabaran dan

kewartawanan, agar Pers Nasional dapat memenuhi fungsi yang

sebaik-baiknya, menuju terwujudnya Pers Sosialis Pancasila.

Mengingat :…
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Mengingat : 1. Pembukaan beserta pasal-pasal 28 dan 33 Undang-Undang Dasar

1945;

2. Keputusan Sidang Pleno Komite Nasional Pusat 15 Desember 1949

tentang Perlindungan kepada Pers;

3. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang

Penerangan Massa;

4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;

5. Pasal 5 jo pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut : a. Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers;

b. Segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan

Undang-undang ini.

II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN

POKOK PERS.

BAB I….
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BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

(1) Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai

karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat

umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya,

diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri

berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau

alat-alat tehnik lainnya.

(2) Perusahaan Pers ialah perusahaan surat-khabar harian,penerbitan

berkala, kantor berita, bulletin dan lain-lain seperti yang tersebut

ayat 6, 7 dan 8 dalam pasal ini.

(3) Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang

berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran

dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain

sebagainya untuk perusahaan pers, radio televisi dan film.

(4) Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan

seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini secara kontinu.

(5) Organisasi Pers ialah organisasi wartawan dan organisasi

perusahaan pers yang disahkan oleh Pemerintah.

(6) Kantor Berita adalah pusat pengumpulan dan penyebaran berita

bahan-bahan informasi dan karangan-karangan guna melayani

harian, penerbitan berkala, siaran-siaran radio, televisi, instansi-

instansi Pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang

usahanya meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat

Indonesia dalam tata-pergaulan dunia.

(7) Surat…
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(7) Surat kabar Harian ialah penerbitan setiap hari atau sekurang-

kurangnya enam kali dalam seminggu.

(8) Penerbitan Berkala ialah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam

jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

(9) Surat-kabar/berkala Pemerintah ialah surat kabar/berkala yang

didirikan atas inisiatif dan yang dibiayai oleh Pemerintah.

(10) Pemerintah dalam Undang-undang ini adalah enteri Penerangan,

kecuali dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) dan pasal 9 ayat (2) dan

ayat (3).

BAB II.

FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PERS.

Pasal 2.

(1) Pers Nasional adalah alat revolusi dan merupakan mass-media yang

bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif, informatoris dan

mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya

pikiran kritis dan progresip meliputi segala perwujudan kehidupan

dan penghidupan masyarakat Indonesia.

(2) Pers Nasional berkewajiban:

a. mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan

konsekwen.

b. Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat,

berlandaskan Demokrasi Pancasila.

c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan

pers.

d. membina...
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d. membina persatuan dan kekuatan-kekuatan prograsif

revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme,

kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme,

komunisme, dan fasisme/diktatur.

e. menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan prograsif

revolusioner.

Pasal 3.

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif

dan konstruktif.

Pasal 4.

Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan.

Pasal 5.

(1) Kebebasan Pers sesuai dengan hak azasi warga negara di jamin.

(2) Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan

pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.

BAB III…
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